
  

 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN  

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 13 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PENGGUNAAN DANA REKENING BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO  

TAHUN ANGGARAN  2011 UNTUK PENANGANAN TANGGAP  

DARURAT BENCANA ALAM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 
 

 

Menimbang       :  a.  bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam berupa angin 

puting beliung pada tanggal 12 Januari 2011 dan banjir bandang pada 

tanggal 16 Januari 2011 di sebagian wilayah Kabupaten Situbondo, 

perlu segera diambil langkah-langkah dalam penanganannya agar tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten 

Situbondo dan masyarakat; 

b. bahwa selama masa penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut 

terdapat kekurangan dana, serta sehubungan dengan belum 

ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2011, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo telah 

sepakat untuk menggunakan Rekening Belanja Tidak Terduga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2011; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b konsideran ini maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Situbondo tentang Penggunaan Dana Rekening Belanja Tidak Terduga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2011 Untuk Penanganan Tanggap Darurat 

Bencana Bencana Alam.  
                                    
Mengingat      :   1.   Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 

Daerah- daerah  Kabupaten  Dalam   Lingkungan   Propinsi  Jawa  

Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);   

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

SALINAN 



  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama   

dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 

38); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 



  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah            

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

21. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Penaggulangan Bencana di Jawa Timur(Lembaran Daerah Priovinsi 

Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008  

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA 

REKENING BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN 

SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK 

PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM 

Pasal 1 

Penggunaan Dana Rekening Belanja Tidak Terduga Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2011 untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam. 

  

Pasal 2 

Penggunaan Dana Rekening Belanja Tidak Terduga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 280.436.500,00 (dua ratus delapan 

puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). 

Pasal 3 

Besaran Penggunaan Dana Rekening Belanja Tidak Terduga Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2011 untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam 

dialokasikan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 



  

Kabupaten Situbondo yang disesuaikan dengan rincian kebutuhan 

sebagai berikut : 

1. Dinas Sosial      Rp.  32.555.000,00 

2. Bakesbangpol dan Linmas   Rp.  68.482.500,00 

3. Dinas Bina Marga dan Pengairan  Rp.  60.000.000,00 

4. Satpol PP     Rp.  14.289.000,00 

5. Kodim 0823 Situbondo    Rp.  10.125.000,00 

6. Polres Situbondo    Rp.  15.000,000,00 

7. Dinas Kesehatan     Rp.  35.496.000,00 

8. Kecamatan Sumbermalang   Rp.    7.000.000,00 

9. Kecamatan Mlandingan    Rp.    4.000.000,00 

10. Kecamatan Bungatan    Rp.    4.000.000,00 

11. Kecamatan jatibanteng    Rp.    3.000.000,00 

12. Kecamatan Kendit    Rp.    1.500.000,00 

13. Kecamatan Panarukan    Rp.    1.500.000,00 

14. Kecamatan Besuki    Rp.    1.500.000,00 

15. Dinas Cipta Karya    Rp.  10.000.000,00 

 Jumlah      Rp. 280.436.500,00 

Pasal 4 

Penggunaan Dana Rekening Belanja Tidak Terduga Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk membiayai 

beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 
 

       Ditetapkan di Situbondo 

    pada tanggal 18 Februari 2011 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

                         ttd 

 

H. DADANG WIGIARTO, S.H 

 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 18 Februari 2011 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

 ttd 

 

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M 

         Pembina Utama Muda 

     NIP. 19541010 197603 1 010 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN  2011 NOMOR   13       

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 



  

 


